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PEMERINTAH KOTA TE

BING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA TEBING TINGGI

bahwa dengan ditetapkannva Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010,
perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2010;

bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur prasarana daerah dan infrastruktur pendidikan, dipandang perlu
didukung kelancaran pelaksanaan pembayarannya melalui dana APBD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana &Bw_nmcm. pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi

Tahun Anggaran 2010;
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10.

11.
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Undang-T/ndang Nomor 9 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentu*:an Daerah Otonom Kota — kota kecil dalam Lingkungan Daerah P~nins"
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1092);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koiusi dan Nepotisme

(Lembaran Nega-a Republi< Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar~ {".embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor £3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (T ~mharan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentung Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintab~~ Da¢ ah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diudah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran < a:a Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Fuinerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjauan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tanun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor !37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon2ci~ Niomer 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 8);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Menetapkan :

27

24.

25.

26.

28.

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai . .
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas wonﬁcmg Menteri Umwnm”_ ﬁﬂ“ﬂﬁnﬁw _M““cww_

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan i
Ang,aran 201v; 88 dapatan dan Belanja Daerah Tahun

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan
Daerah Tahun Anggaran 2010; guatan Infrastruktur dan Prasarana

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi D P
Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010; i ana Fercepatan Pembangunan

. Peraturan Dacrah Kota Tebiug Tinggi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Caerah Kota Tebing Tinggi Tahun

Anggaran 2010; .

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi No. 01 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Terti .
Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Priode 2004 — 2009; ¢ ata Tertib Dewan Perwakilan

Peraturan é&mwo.s. Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja D :

. . . . o ) aerah

Tinggi ,_,&w:: Anggaran 2010 ﬁ”ﬂm&g telah cmcmnmw_m kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Ho.r:m Ting _.ﬁﬁwhmwnﬂw
Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penj

Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2010. Penjabaran APBD Kota

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2010
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2010 diubah sebagai berikut :

~

Pasal I

1. Ketentuan pasal I diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belani~ ™erah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan :
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang S:%

Jumlah Pendapatan

2, Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi Hasil
7) Belanja Bantuan Keuangan
8) Belanja Tidak Terduga

Rp. 17.641.943.000,-
Rp. 267.192.184.600,-
Rp. 51.278.524.200.-

Rp. 336.112.651.200,-

Rp. 217.783.313.050,-
Rp. 0.-
Rp. 0,-
Rp. 9.030.000.000,-
Rp. 2.865.000.000,-
Rp. 0,-

Rp. 229,778313.050,-

Nomor 26 Tahun 2010
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b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 22.864.402.500,-
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 52.360.613.680,-
3) Belanja Modal Rp. 60.129.957.400.-

Jumlah Belanja . . 365.133.286.
Surplus / (Defisit) (Rp. 29.020.635.430,-)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 30.848.137.430,-
b. Pengeluaran Rp. 1.827.502.000.-

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,-

Ketentuan pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

r
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Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunvi sebz vai berikut :
Pasal 3

Penjabaran Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2009 tentar.,g Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tah
2010 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota inj. ’ un Anggaran

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4
Lampiran sebagaimana terscbut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal §

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dax 2:2vja Daerah

Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan k ja t :
dengan ketentuan perundang-undangan. gg erja perangkat daerah sesuai



Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempetannya da.am Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 Juli 2010
WALIKOTA TEBING TINGGI
ttd
ABDUL HAFIZ HASIBUAN
Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 Juli 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI
ttd

AGUS SALIM PURBA

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2010 NOMOR 11




